
l(oilrSt SALINAN

KOMISI PEMIUHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKATIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOI,AKATIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKATIMUR

TAHUN 2025

Menimbang a Bahwa dalam rangka mendukung protram pencegahan

dan pemberantasan korupsi sebagai upaya untuk
mendorong terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang

baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kolaka Timur;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur

tentang Pembentukan Satuan T\rgas Unit Pengendalian

Gratifrkasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2O25;

Mengingat

b

1.

2.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dal Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20O1

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O 1 Nomor

134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 415O);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Slpil Negara (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun

2O16 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Talrun 2O17 tentang Pernilihan Umum menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6863);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2Ol9 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3O Tahun

20O2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun

2O02 Nomor 137, Tarnbahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4250);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

142, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 445O);

Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 127, Ta;rl.bahart

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 489O);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O21 Nomor 2O2, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Bikrokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

6

jdih.kpu.go.id/sultra/koltim



-3-

Menetapkan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90

Tahun 2O2l tentaIrg Pembangunan dan Evaluasi Zona

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O24 Nomor 4441;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 14 Tahun 2O20 tentang T\rgas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata. Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Selretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 1236);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O23

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Nomor 2023 Nomor 1721;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahtn 2023

tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 2O23 Nomor

3771;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KOLAKA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMIUHAN UMUM KABUPATEN KOI.AKA TIMUR TAHUN

2025.

Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit pengendalian

Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kolaka Timur Tahun 2025.

KESATU
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifrkasi Di

Lingkungan Komisi Pemillhan Umum Kabupaten Kolaka Timur

Tahun 2O23 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

terdiri atas:

a. Pengarah:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka

Timur;

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka

Timur;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umrrm

Kabupaten Kolaka Timur;

c. Sekretaris adalah Kepala Subbagian Telsris

Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kolaka Timur;

d. Anggota adalah Kepala Subbagian Perencanaan Data dan

Informasi, Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan

Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Kepala Subbagian

Keuangan Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kolaka Tirnur.

Susunan Kepengurusan Satuan Tugas Unit Pengendalian

Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kolaka Timur Tahun 2O21 sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifrkasi Di Lingkungan

Komisi Perailihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2O25

seSagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi:

a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan

Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau
UPG KPU dalarn hal pencegahan Gratilikasi di Lingkungal

KPU, PPK, PPS dan KPPS;

c. meneritua laporan penerirrraan Gratifikasi;
d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan

Gratilkasi;

e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan

subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
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KELIMA

KEENAM

f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan

penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang

yang mudah rusak atau busuk;

g, menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari

Jaiaran KPU. PPK. PPS. dan KPPS kepada UPG KPU

Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan

Gratilikasi;

h. mengadministrasikan pelaporan dan/ atau penyetoran

Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di

lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan

tembusan kepada UPG KPU Provinsi terttang

perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan

Gratilikasi dan/ atau penyetoran Gratifikasi di lingkungan

KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Urnum Kabupaten Kolaka

Timur.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 28 Jttb 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKATIMUR

ttd

ANHAR

Salinan scsrrai dcngan aslirlya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABU KOLAKA TIMUR
Kepala Telaris Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

LAO E AB
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PEMBEI.ITUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALI.AN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOI.AKA
TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAEIUPATEN

KOLAXA TIMUR TAHUN 2025

Ditetapkan di Ttawuta
pada tanggal 28 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKATIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
S KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

KAB KOLAKA TIMUR
Kepala

ro NAMA
JAAATAIT

DAIIIII TIM

1 ANHAR, S.Sos., M.Si Ketua Pengarah

2 AZWAR, S.Sos., M.Si Anggota

3 MUH. A'AN ALFIQRI, SH, CCD Anggota Pengarah

4 MURHUM HALIK, S.TP Anggota Pengarah

5 YANTHI PRATIWI IRANTO, SST Anggota Pengarah

6 NANI WIJAYAIITI P, S.lP Sekretaris Ketua

7 LA ODE GANE RAJAB, SE

Kasubag Teknis
Penyelenggaraan

Pemilu dan
Hukum

Sekretaris

WUL"AN TRI PANGESTU, SH

Kasubag
Perencanaan,

Data dan
Informasi

Anggota

9 ALPIN, SKM

Kasubag
Partisipasi
Hubungan

Masyarakat dan
SDM

Anggota

10. APOLOS SIDUPA, S.IP
Kasubag

Keuangan, Umum
dan togistik

Anggota

LA OD AB

s Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ANHAR

JABATAI{

Pengarah

8.
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